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BAB I
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN
SEBUAH REFLEKSI AWAL

A. Pengertian Demokrasi

Awal abad ke-21 dewasa ini, banyak terjadi proses
transformasi politik masyarakat di banyak kawasan dunia. Masing-
masing kawasan dunia mengalami suatu proses usaha menuju
terwujudnya sistem kehidupan politik tertentu. Yaitu usaha mereka
dalam mewujudkan sistem kehidupan politik yang lebth baik. Salah
satu sistem kehidupan politik masyarakat yang dianggap lebih batk
adalah sistem “kedaulatan rakyat”, bukan ‘“edanlatan tuan”. Sistem
ini diyakini dapat membetikan dasar-dasar penyelenggaraan
kehidupan yang lebih adil dan humanis bagi setiap orang. Sistem
ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
Sistem ini menghargai hakikat dan martabat rakyat yang harus
dilindungi hak-hak asasinya demi kepentingan bersama.

Sistem kehidupan politik di atas, identik dengan gagasan awal
konsep societies civile yang dikemukakan oleh JJ. Rousseau
(Muhammad AS Hikam, 1996). Menurut JJ. Rousseau, konsep
tersebut menunjuk pada suatu sistem negara yang salah satu
fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan
para anggotanya. Sistem negara yang menjamin hak-hak dan
kebebasan sipil tersebut kemudian didorong menuju pada cita-
citanya dalam mewujudkan kebaikan bersama (public good), (Dede
Mariana dan Caroline Paskarina, 2008).

Secara historis, salah satu tokoh pemikir yang mula-mula
mengkaji sistem politik adalah Socrates (470-399 SM). Pemikiran
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dia lebih menekankan konsep moral dalam sistem politik. Kebaikan
bersama (common good) atau keadilan bersama (common equity)
menurut Socrates harus menjadi tujuan politik. Sistem politik yang
adil adalah sistem yang di dalamnya setiap kelompok melaksanakan
tugas masing-masing dan mau bekerjasama secara maksimal.

Plato (427-347 SM) mengembangkan lebih jauh pemikiran
Socrates. Plato mengidealkan negara sebagai sistem politik yang
dapat menjamin kebutuhan dan keinginan individu-individu yang
berbeda. Negara menurut Plato, harus dapat membangun
kerjasama antar individu sehingga dapat saling bahu membahu
dan mengemban tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing,
demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Plato menuangkan
pemikirannya ke dalam beberapa buku yang telah dia tulis, seperti:
Politeia (negara), Politikus (abdi negara), dan Normoi (undang-
undang)..

Dibanding dua tokoh di atas, Epicurus (341-270 SM)
memiliki pendapat berbeda. Dia menekankan bahwa negara
bukanlah bagian penting dalam kehidupan manusia, tetapi justru
manusia lah yang menempati posisi sentral sebagai warga negara.
Negara adalah hasil upaya manusia sebagai individu dalam rangka
memenuhi kebutuhan individualnya. Thomas Hobbes (1588-
1679M) memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah egois
dan menyukai konflik demi memperebutkan kekayaan, kemuliaan,
dan reputasi. Manusia juga memiliki rasionalitas, namun rasionalitas
tersebut banyak dipakai sebagai alat konflik dengan cara bersilang
pendapat tentang apa yang baik (Ramlan Surbakti, 1992).
Sedangkan John Locke (1632-1704 M) melihat setiap manusia
hakekatnya adalah bebas dan berkedudukan sederajat satu sama
lain (perfectly free and equals). Oleh karenanya, tidak boleh ada seorang
yang bermaksud mengganggu kehidupan dan kebebasan orang lain.

Aneka pemikitan para ahli dari Socrates sampai John Locke
di atas merupakan ikhtiar para ahli dalam mencari formula sistem
politik yang ideal di masyarakat. Pemikiran sistem politik yang
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ideal tidaklah berpusat pada kedaulatan tuhan (#heocracy), kedaulatan
raja (empirocragy), atau kedaulatan bangsawan/priyayi (aristocracy),
bahkan kedaulatan pengusaha (o/igarchy), akan tetapi dewasa ini
sebagian besar memilih sistem kedaulatan rakyat (democracy). Sistem
politik demokrasi diyakini sebagai sistem yang responsif kepada
aspirasi masyarakat umum. Sistem ini memberikan kebebasan
berpendapat bagi warga dalam memperoleh ruang publik termasuk
dalam menyuarakan aspirasinya. Dengan sistem demokrasi,
kekuasaan absolut (@bsoluth power) melalui bentuk-bentuk tirani,
kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari.
Oleh karenanya, sistem politik demokrasi ini diyakini sebagai
sistem yang lebih humanis menuju pada penataan kehidupan
masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan.
Dengan kata lain demokrasi diyakini dapat dijadikan sebagai
instrumen penting menuju cita-cita ideal membangun masyarakat
sejahteta (welfare state). Pertanyaannya adalah apakah yang disebut
demokrasi itu?

Isitilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang dipraktekkan
di Athena pada abad ke-5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai
contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum
demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak
abad ke-18 M, bersamaan dengan berkembangnya sistem
demokrasi di banyak negara.

Sistem demokrasi yang diaplikasikan di Yunani Kuno, awalnya
merupakan jenis demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah
suatu bentuk pemilihan pemerintahan yang dilakukan secara
langsung oleh seluruh warga. Kondisi ini dapat betjalan karena
praktek demokrasi berada dalam suasana yang sederhana, dengan
luas wilayah negara yang terbatas, dan jumlah penduduk relatif
sedikit. Pada era modern sekarang ini, pelaksanaan demokrasi tidak
lagi bersifat langsung namun bersifat perwakilan. Hal ini karena
era sekarang wilayah negara tidak seperti bentuk negara kota pada
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